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BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

NOMOR 82 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PENGADAAN BARANG ATAU JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pengadaan Barang atau Jasa Badan Usaha 

Milik Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwarkarta dan Kabupaten Subang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);   

 

SALINAN 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6173); 

 

 

  MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG 

ATAU JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Bupati adalah Bupati Bandung. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Pengadaan Barang atau Jasa Badan Usaha Milik 
Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang 

atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang atau 
Jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dibiayai oleh 
dari anggaran Badan Usaha Milik Daerah dan 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan 
serah terima hasil pekerjaan. 

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.  

7. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab 
atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan 
BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran 
dasar.  
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Pasal 2 

 

(1) Pengadaan Barang atau Jasa yang dilaksankan oleh 
BUMD meliputi : 

a. Barang; 

b. Pekerjaan Konstruksi; 

c. Jasa Konsultansi; dan/atau 

d. Jasa Lainnya. 

(2) Pengadaan Barang atau Jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: 

a. Swakelola; dan/atau 

b. Penyedia 

 

BAB II 

KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA 

PENGADAAN BARANG ATAU JASA 

Pasal 3 

 

Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa meliputi: 

a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan 

Barang atau Jasa; 

b. melaksanakan Pengadaan Barang atau Jasa yang lebih 

transparan, terbuka, dan kompetitif; 

c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya 
manusia Pengadaan Barang atau Jasa; 

d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, 
serta transaksi elektronik; 

e. mendorong penggunaan Barang atau jasa dalam negeri 
dan standar nasional indonesia; 

f. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha 

Kecil, dan Usaha Menengah; dan 

g. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri 
kreatif. 

 

Pasal 4 

 

Pengadaan Barang atau Jasa menerapkan prinsip yang 
meliputi: 

a. efisien;  

b. efektif;  

c. transparan;  
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d. terbuka;  

e. bersaing;  

f. adil; dan  

g. akuntabel.  

 

 

Pasal 5 

 

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang atau 

Jasa mematuhi etika yang terdiri atas:  

a.  melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa 
tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, 

dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang atau Jasa;  

b.  bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga 

kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus 
dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan 
Pengadaan Barang atau Jasa;  

c.  tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak 
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;  

d.  menerima dan bertanggung jawab atas segala 

keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis 
pihak yang terkait;  

e.  menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau 
tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak 

sehat dalam Pengadaan Barang atau Jasa;  

f.  menghindari dan mencegah pemborosan dan 

kebocoran keuangan BUMD;  

g.  menghindari dan mencegah penyalahgunaan 
wewenang dan/atau kolusi; dan  

h.  tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak 
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, 
imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada 

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan 
dengan Pengadaan Barang atau Jasa.  

 

 

BAB III 

PENGADAAN BARANG ATAU JASA 

Pasal 6 

 

(1) Tata cara Pengadaan Barang atau Jasa pada BUMD 
harus: 

a. mencerminkan prinsip pengadaan yang baik dan 
menjunjung etika pengadaan; 
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b. sesuai dengan karakteristik dan bisnis proses 

BUMD dengan mengacu pada best practice yang 
berlaku; 

c. mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis BUMD 

dan peningkatan kecepatan pengambilan 
keputusan; dan 

d. mendorong penggunaan sistem pengadaan secara 
elektronik. 
 

(2) Metode pengadaan BUMD tidak terbatas pada 
pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, 

seleksi, dan pasar elektronik yang disediakan untuk 
memenuhi kebutuhan barang dan jasa BUMD (e-
marketplace). 

 
 

Pasal 7 
 

(1) Pengadaan Barang atau jasa pada BUMD dilaksanakan 

oleh organisasi Pengadaan Barang atau Jasa. 

(2) Organisasi Pengadaan Barang atau Jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan 
karakteristik dan kebutuhan BUMD. 

(3) Dalam hal BUMD tidak memiliki kemampuan dan 

kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang atau 
Jasa sendiri, BUMD dapat menggunakan Agen 
Pengadaan. 

 
 

Pasal 8 

 
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, metode dan 

organisasi Pengadaan Barang atau Jasa BUMD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 

diatur dengan Peraturan Direksi BUMD.  
 

(2) Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib diverifikasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang atau Jasa Pemerintah dan dilaporkan kepada 
Bupati melalui Perangkat Daerah yang mengawasi 

BUMD. 
 

(3) Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak 
ditetapkannya peraturan bupati ini. 
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BAB IV 

PENGAWASAN 

Pasal 9 

 

(1) Dewan Pengawas/Komisaris wajib melakukan 
pengawasan proses Pengadaan Barang atau Jasa dan 

melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati.  

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Aparat Satuan Pengawas Internal 

BUMD melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, 
evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing 
system.  

(3) Pengawasan Pengadaan Barang atau Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak 

perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, 
pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.  

(4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang atau 

Jasa meliputi :  

a. pemenuhan nilai manfaat;  

b. kepatuhan terhadap peraturan;  

c. pencapaian tingkat komponen dalam negeri;  

d. penggunaan Produk Dalam Negeri;  

e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha 
kecil; dan  

f. pengadaan berkelanjutan.  

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat dilakukan bersama dengan instansi yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.  

(6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat 

pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang atau 
Jasa  

 

 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.  

 

 

Ditetapkan di Soreang  

pada tanggal 6 Desember 2018 

 

BUPATI BANDUNG,  

   

 ttd 

 

  

DADANG M. NASER  

 

Diundangkan di Soreang    

pada tanggal 6 Desember 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG,    

   

 ttd 

 

   

SOFIAN NATAPRAWIRA    

  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR  

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 

Pembina Tk. I 
NIP. 19740717 199803 1 003 
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PENJELASAN 

ATAS 

RANCANGAN 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

NOMOR 82 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGADAAN BARANG ATAU JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH  

 

I. UMUM  

Pembangunan daerah wajib terus dikembangkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya untuk 

meningkatkan pandapatan asli daerah (PAD) guna menopang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAD antara lain dapat 

digali dari keuntungan yang diperoleh BUMD yang didirikan dengan cara 

memisahkan sebagian harta kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai 

modal ke dalam BUMD 

Agar BUMD mampu memberikan tambahan pendapatan bagi APBD, 

maka BUMD harus dikelola secara proporsional dan profesional. Dalam 

rangka proporsionalitas pengelolaan BUMD, BUMD sebagai badan usaha 

perlu melakukan pengadaan barang dan jasa secara cepat, fleksibel, 

efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat 

menimbulkan kerugian.  

Bahwa dalam rangka menyederhanakan proses pengadaan barang 

dan jasa dan mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi, kemandirian dan profesionalisme dan sinergitas 

antar BUMD, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengadaan 

barang atau jasa badan usaha milik daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL.  

Pasal 1  

Cukup jelas.  

Pasal 2  

Ayat (1)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan Barang adalah setiap benda baik 

berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak 

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 

atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi adalah 

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi 

pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, 

pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan Jasa Konsultansi adalah jasa 

layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu 

diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya 

olah pikir. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan Jasa Lainnya adalah jasa 

nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, 

metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu 

sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

Ayat (2)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui 

Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara 

memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh 

BUMD.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui 

Penyedia adalah cara memperoleh Barang atau jasa yang 

disediakan oleh Pelaku Usaha. 

Pasal 3  

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan: 

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuian peraturan 

perundang-undangan. 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau 

Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan 

ketentuian peraturan perundang-undangan. 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 

Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sesuai dengan ketentuian peraturan 

perundang-undangan. 

Huruf g 

Cukup jelas 



10 
 

Pasal 4  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan Efisien berarti Pengadaan Barang atau 

Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang 

minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang 

ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk 

mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. 

 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan Efektif berarti Pengadaan Barang atau 

Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah 

ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 

 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan Transparan berarti semua ketentuan 

dan informasi mengenai Pengadaan Barang atau Jasa bersifat jelas 

dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang 

berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.  

 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan Terbuka berarti Pengadaan Barang atau 

Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang 

memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan 

ketentuan dan prosedur yang jelas. 

 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan Bersaing berarti Pengadaan Barang atau 

Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara 

sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan 

memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang atau jasa 

yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang 

mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan 

Barang atau Jasa. 

 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan Adil berarti memberikan perlakuan yang 

sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah 

untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap 

memperhatikan kepentingan daerah. 

 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan Akuntabel berarti harus sesuai aturan 

dan ketentuan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa sehingga 

dapat dipertanggungjawabkan.  

 

Pasal 5  

Cukup jelas.  
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Pasal 6  

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas.  

Huruf b 

Cukup jelas.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan best practice adalah suatu ide atau 

gagasan mengenai suatu teknik, metode, proses, aktivitas, 

insentif atau penghargaan (reward) yang lebih efektif dalam 

mencapai keberhasilan yang luar biasa dibandingkan 

dengan tehnik, metode, proses lain 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan Pengadaan Secara Elektronik 

adalah Pengadaan Barang atau Jasa yang dilaksanakan 

dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi 

elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan: 

- Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk 

mendapatkan Penyedia, Pekerjaan Konstruksi, Jasa 

Konsultansi, atau Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu; 

- Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Penyedia, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dan  

- Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Jasa 

Konsultansi. 

Pasal 7  

Cukup jelas.  

Pasal 8  

Cukup jelas.  

Pasal 9  

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan: 

- Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah 

yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan 

nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan 

pengurusan perusahaan umum Daerah. 

- Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang 

bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat 

kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan 

perusahaan perseroan Daerah. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan: 

- Satuan Pengawas Internal atau Audit Internal adalah unit 

kerja BUMD yang melakukan pengawasan melalui audit, 

reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain 

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BUMD. 
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- Whistleblowing System  adalah sistem untuk memproses 

pengaduan/pemberian informasi yang  disampaikan baik 

secara langsung maupun tidak langsung sehubungan 

dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-

undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, 

serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung 

atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan BUMD. 

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 10  

Cukup jelas.  
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